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Abstrak 
Pernikahan dini masih menjadi masalah sosial yang terjadi diseluruh wilayah Indonesia termasuk 
Kabupaten Rokan Hulu. Adanya perubahan ketentuan dispensasi kawin oleh undang-undang 
memberikan kewenangan kepada Pengadilan dalam memberikan izin dispensasi kawin dengan adanya 
kelonggaran hukum tersebut pernikahan dini masih banyak terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis implementasi kebijakan pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin di Pengadilan 
Agama Pasir Pengaraian dan faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan izin 
dispensasi.Teori yang digunakan ialah teori implementasi kebijakan James E Anderson yaitu ada 4 
indikator : implementor kebijakan, hakikat proses administrasi, kepatuhan atas suatu kebijakan, efek 
atau dampak dari kebijakan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif. 
Hasil peneltian menemukan bahwa implementasi kebijakan mengadili permohonan dispensasi kawin 
di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu telah terlaksana dengan baik sesuai 
dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan 
dispensasi kawin. Faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan izin adalah kesiapan 
anak baik secara fisik maupun psikologis berdasarkan tes assessment Dinas Sosial Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak serta dianggap tidak adanya eksploitasi yang terjadi. Kendala yang 
dihadapi ketika mengimplementasikan kebijakan ini adalah tidak adanya kepastian hukum dalam 
batasan dispensasi kawin. 
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Dispensasi Kawin, Implementor Kebijakan, Hakikat Proses 
Administrasi, Kepatuhan Atas Suatu Kebijakan, Efek Atau Dampak Dari Kebijakan 
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PENDAHULUAN 
Pada dasarnya pernikahan memiliki peranan dan kedudukan yang penting didalam 

kehidupan manusia, tujuan pernikahan ialah untuk meneruskan keturunan dan untuk 
melaksanakan peran masing-masing didalam berumah tangga. Pernikahan merupakan aspek 
penting pada kehidupan manusia sehingga baik agama, tradisi bahkan negara dimanapun 
mengatur tentang masalah pernikahan yang berlaku di masyarakat. Di Indonesia perkawinan 
diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, didalam Undang-Undang tersebut telah 
diatur hal yang berkenaan tentang perkawinan termasuk mengenai syarat usia minimal 
menikah, pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “perkawinan hanya 
dapat diizinkan apabila pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita 16 tahun”. namun 
ketentuan tersebut dirubah pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 yang 
menyebutkan bahwa “perkawinan hanya dapat dizinkan apabila pria dan wanita sudah 
mencapai umur 19 tahun”.Perubahan ketentuan batas usia minimal menikah dilakukan 
dikarenakan batas usia minimal menikah sebelumnya dianggap mencerminkan diskriminasi 
bagi wanita serta berpotensi melanggar hak konstitusional anak bagi wanita dengan terjadinya 
pernikahan dibawah umur karena batas usia minimal menikah bagi wanita lebih rendah 
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sehingga ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang 
menetapkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusa 18 tahun hal ini menunjukkan 
bahwa antara hukum positif yang berlaku di Indonesia makna dewasa antara aturan satu 
dengan aturan yang lainnya tidak sejalan. 

Terjadinya perubahan norma hukum tersebut juga bertujuan untuk meminimalisir 
praktik pernikahan dini yang terjadi di Indonesia dan menjangkau batas usia untuk 
melangsungkan pernikahan bagi wanita yang disamakan dengan batas usia minimal menikah 
bagi pria, kemudian pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 2 disebutkan 
bahwa “ Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud 
dalam ayat 1, orang tua pihak pria dan /atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi 
kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang 
cukup”, yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain 
dan sangat terpaksa harus dilakukannya pernikahan Dan yang dimaksud dengan "bukti 
pendukung yang cukup" adalah dokumen yang menegaskan bahwa kedua mempelai memiliki 
usia di bawah batas yang diatur oleh hukum, bersama dengan surat dari tenaga medis yang 
menegaskan urgensi pernikahan berdasarkan kondisi kesehatan yang terkait. 

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa meskipun usia minimal menikah 
sudah ditingkatkan dari ketentuan sebelumnya namun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 
tentang perkawinan masih memberikan kelonggaran atas penyimpangan batas usia minimal 
menikah yang mana dispensasi kawin menjadi pengecualian yang dalam hal umur kedua atau 
salah satu calon mempelai yang berada dibawah umur untuk melangsungkan pernikahan 
dengan syarat yang telah ditentukan. Dari ketentuan perundangan tersebut masih kurang 
memberikan penjelasan yang rinci terkait dispensasi nikah yang dimaksud, untuk mengisi 
kekosongan hukum acara dispensasi kawin yang belum jelas terkait hal tersebut Mahkamah 
Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman 
mengadili permohonan Dispensasi Nikah yang diundangkan pada 21 November 2019. Salah 
satu tujuan dari dibentuknya peraturan tersebut adalah untuk menyeragamkan hukum tentang 
dispensasi nikah di pengadilan atau sebagai peraturan pelaksana khusus menjadi rambu teknis 
pelaksanaan dispensasi kawin. 

Terjadinya peningkatan batas usia minimal menikah tidak membuat masyarakat 
mematuhi kebijakan tersebut hal ini dibuktikan dengan bukti peningkatan kasus pernikahan 
dini yang terjadi di Indonesia, hal ini tidak sejalan dengan tujuan perubahan Undang-Undang 
yaitu untuk meminimalisir pernikahan anak hal ini terjadinya karena memang belum ada 
sanksi tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat hingga terjadi pernikahan di bawah umur hal 
seperti inilah yang pada akhirnya memunculkan anggapan jika terjadi pernikahan dini akan 
beres hanya dengan meminta bantuan pejabat pencatat nikah untuk mengatrol umur. 
Berdasarkan data UNICEF Indonesia menduduki peringkat ke-7 di dunia dan ke-1 di ASEAN 
dengan jumlah pernikahan dini terbanyak. UNICEF mencatat bahwa Indonesia berada pada 
peringkat ke-7 tertinggi dengan angka absolut pengantin anak” sebesar 1.781.000 kasus.  

Pada tahun 2022 terdapat 102 permohonan dispensasi kawin sejumlah 91 permohonan 
dikabulkan dan 11 tidak dikabulkan, dan terakhir pada tahun 2023 terdapat 84 permohan 
dispensasi kawin dari jumlah tersebut 68 permohonan dikabulkan dan 14 permohonan tidak 
dikabulkan. Alasan tidak dikabulkannya beberapa permohonan didominiasi karena 
persyaratannya belum lengkap atau terpenuhi serta alasan yang disampaikan belum sampai 
batas kualitas yang diharapkan hakim, untuk ditolak dikarenakan persayaratan belum lengkap 
permohonan masih dapat mengajukan kembali permohonan dispensasi kawin. Dengan 
meningkatnya jumlah permohonan dispensasi pernikahan diKabupaten Rokan Hulu, 
Pengadilan Agama Pasir pengaraian melihat beberapa alasan yang mendasari permohonan 
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tersebut. Salah satu alasan utamanya adalah kehamilan diluar pernikahan yang disebabkan 
oleh perilaku bebas pada ramaja yang kemudian menyebabkan pada kehamilan yang terjadi 
diluar nikah, alasan semacam ini dianggap mendesak oleh hakim dalam mempertimbangkan 
permohonan dispensasi kawin, karena dianggap penting untuk kepentingan anak tersebut. 
Serta masih banyak faktor-faktor lainnya seperti faktor pendidikan, ketidakinginan anak dalam 
melanjutkan pendidikan ketingkat yang lebih tinggi menjadi salah satu penyebab tingginya 
keinginan untuk menikah, hal ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan anak dimana 
lingkungan sekitarnya juga minim yang melanjutkan pendidikan dapat menyebabkan 
rendahnya motivasi anak dalam pendidikan. 

Faktor kuatnya pengaruh adat istiadat, kebiasaan dan agama, dan pikiran masyarakat 
yang masih belum terbuka dan masih percaya akan mitos mitos lama bahwa apabila 
perempuan tidak menikah pada usia tertentu maka dikhawatirkan tidak menikah atau tidak 
memiliki jodoh kedepannya, dan agama yang memperbolehkan menikahkan anak nya ketika 
sudah akil baligh menjadi alasan kuat orang tua dalam menikahkan anaknya walaupun masih 
dibawah umur, serta faktor minimnya akses terhadap informasi kesehatan reproduksi juga 
termasuk kedalam alasan pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian 
Kabupaten Rokan Hulu. Pendewasaan sangatlah penting didalam pernikahan, dikarenakan 
melalui pendewasaan pasangan calon suami maupun istri dapat mempersiapkan kematangan 
psikologis, fisik dan juga kematangan sosial ekonomi sebelum melakukan pernikahan. 
Pendewasaan ini memliki tujuan untuk memberikan pemahaman dan peningkatan kesadaran 
kepada pasangan calon suami maupun istri bahwa dalam merencanakan pernikahan terlebih 
dahulu memperhatikan kesiapan mental, sosial ekonomi dan juga hal-hal lain yang berkaitan 
dalam berumah tangga. Pada dasarnya kedewasaan diidalam diri seseorang tidak lah dilihat 
dari berapa usianya namun pada usia remaja merupakan usia peralihan dari usia kanak-kanak 
kepada usia dewasa sehingga usia remaja belum mempunyai kesiapan fisik dan juga mental 
dalam berfikir untuk menjalankan rumah tangga.Pernikahan dini memiliki efek negatif bagi 
pasangan suami maupun istri, karena belum cukupnya kesiapan dari segi umur yang 
mempengaruhi kematangan cara berfikir dalam membina rumah tangga yang sesuai dengan 
ajaran agama maupun hukum yang berlaku. Pernikahan dini juga memiliki banyak efek negatif 
terkhusus bagi wanita pelaku pernikahan dini karena akan menghadapi resiko yang lebi besar 
saat masa mengandung maupun melahirkan jika dibandingkan dengan wanita yang telah 
dewasa. Pernikahan dibawah umur juga memiliki dampak negatif lainnya diantara nya yaitu 
berdampak pada tumbuh kembang anak dan juga menimbulkan tidak terpenuhinya hak- hak 
dasar pada anak, hak atas perlindungan anak dari kekerasan dan juga diskriminasi, tidak 
terpenuhinya hak sipil anak, dan juga berdampak pada hak kesehatan serta hak atas pendidikan 
dan juga hak sosial pada anak. 

Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengubah batas 
usia minimal menikah bagi laki-laki maupun bagi perempuan yaitu ketika sudah menginjak usia 
19 tahun. Perubahan ini juga dilakukan dengan mempertimbangkan tentang Undang-Undang 
Perlindungan Anak berusia 18 tahun, hal ini dapat menjadi pertimbangan dan dapat 
meminimalisir kasus pernikahan dini yang terjadi di Indonesia. Karena pada usia 19 tahun 
secara jasmani maupun rohani seseorang dianggap jauh lebih dewasa dibandingkan sebelum 
menginjak umur 19 tahun. Disaat calon suami maupun calon istri sudah sampai kepada batas 
usia siap menikah dalam artian sudah dewasa maka akan dapat mengurangi permasalahan-
permasalahan yang akan terjadi didalam berumah tangga. Hal ini juga dapat mengurangi angka 
perceraian seiring dari berkurangnya angka pernikahan dini yang terjadi. Penyebab 
pernikahan dini ini juga disebakan oleh rendahnya tingkat pendidikan bagi pelaku pernikahan 
dini, rendahnya faktor pendidikan dapat mempengaruhi cara berfikir bagi mereka pelaku 
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pernikahan dini dalam memahami tujuan dari pernikahan. Selain faktor ekonomi dan faktor 
pendidikan faktor sosial dan lingkungan juga mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. 
Faktor terjadinya pernikahan dini juga disebabkan oleh pergaulan yang melampaui batas. 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
ini juga diharapkan dapat memberikan dampak yang besar terhadap pelaksanaan perkawinan 
utamanya pada batasan usia menikah dan mampu memperkcil dampak yang negatif baik dari 
segi sosial dan juga ekonomi. Dengan adanya perubahan Undang-Undang No 1 tahun 1974 
menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai revisi batas usia minimal menikah 
selain memiliki fungsi perlindungan juga dapat memberikan kesamaan hak antara laki-laki dan 
juga perempuan. Peningkatan usia minimal menikah bagi perempuan yang dipersamakan 
dengan pria menjadi 19 tahun dalam undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 
perkawinan juga sebagai bentuk upaya meminimalisir terjadinya pernikahan dibawah umur 
masih belum mencapai tujuan tersebut karena dari pelakasanaan sebagaimana data data yang 
telah disajikan sebelumnya menunjukkan bahwa angka permohonan dispensasi menikah pada 
pengadilan Agama semakin meningkat. 

Dari pemaparan yang telah penulis sampaikan pada latar belakang diatas maka penulis 
tertarik untuk membuat skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung 
Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di 
Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu”. Berdasarkan latar belakang yang 
telah peniliti paparkan diatas, maka peneliti menetapkan rumusan masalah pokok sebagai 
berikut: Bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang 
Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian 
Kabupaten Rokan Hulu? Faktor-Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam 
mengabulkan permohonan pengajuan Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian 
Kabupaten Rokan Hulu? Pada penelitian ini peneliti menetapkan tujuan penelitian sebagai 
berikut: Untuk menganalisis dan memahami bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah 
Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di 
Pengadilan Agama Pasir Pengaraian. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi 
pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pengajuan Dispensasi kawin di 
Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu. 
 

METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Menurut Sukmadinata (2009:60), penelitian kualitatif bertujuan untuk 
menggambarkan suatu keadaan atau fenomena sesuai dengan kenyataan yang ada. Penelitian 
kualitatif merupakan sebuah proses penyelidikan yang bertujuan untuk memahami masalah 
sosial dengan cara membentuk gambaran yang holistik menggunakan kata-kata, 
menggambarkan pandangan informan secara rinci, dan disajikan dalam konteks yang alami 
(Silalahi, 2009:27). Penelitian ini akan secara sistematis menggambarkan fakta, situasi, dan 
aktivitas dari objek yang diteliti. Pemilihan metode penelitian ini didasarkan pada 
pertimbangan bahwa metode ini dianggap relevan dengan materi penelitian, yaitu 
menggambarkan fenomena yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Alasan 
pemilihan jenis penelitian ini terkait dengan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 
5 Tahun 2019. Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian terletak di Jalan 
Diponegoro Nomor 10-11 Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Lokasi ini 
dipilih sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan sebagai berikut: Angka permohonan 
Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian terus meningkat pada beberapa tahun 
terakhir. Belum pernah diadakan penelitian mengenai implementasi kebijakan pedoman 
permonan dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian. 
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Informan penelitian adalah seseorang yang dapat memberikan data, informasi tentang 
situasi dan kondisi latar belakang penelitian, informan merupakan seseorang yang benar-benar 
mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Informan penelitian adalah salah satu dari bagian 
teknik sampling dimana ini adalah proses seleksi dalam kegiatan observasi. Proses seleksi yang 
dimaksud adalah proses untuk mendapatkan sample. Ada beberapa tipe sampling diantaranya 
adalah sampling Probalibility (sampling acak sederhana), sampling non probability (pemilihan 
sample dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan peneliti). Berdasarkan tipe sampling 
diatas, peneliti memilih informan berdasarkan tipe non probility, yakni Purposive Sampling. 
Purposive sampling juga idisebut dengan judgment sampling, yaitu pengambilan sampel yang 
didasarkan kepada ipenilaian (judgment) peneliti mengenai siapa saja yang memenuhi syarat 
untuk dijadikan sampel dalam (Nasution, 2023:80). Untuk memperkuat analisis, peneliti juga 
menetapkan informan kunci (key informan) yaitu instansi terkait yang berkaitan langsung 
dengan masalah penilitian. Rincian informan penelitian ini meliputi: 
1. Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu dalam hal ini yang menjadi 

informan adalah Bapak Surya Darma Panjaitan S.H.I., M.H selaku Wakil Ketua dan 
Koordinator Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian  

2. Staf Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dalam hal ini yang menjadi informan adalah Bapak 
Muhammad Yunus, S.H selaku Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian. 

3. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambusai Utara Bapak Tamrin, S.Ag.,M.Sy 
4. Masyarakat Kabupaten Rokan Hulu yang melakukan permohonan dispensasi kawin di 

Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yaitu, Ibu Selvi oktaviani, Ibu Delvia Lismayanti, Bapak 
Eki Zuhri, Ibu Putri Ana, Ibu Nurkamila. 

 
Jenis Penelitian yang digunakan yakni pendeketan kualitatif. Penelitian kualitatif 

merupakan metode penelitian yang memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan 
analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan pada jenis penelitian ini dengan landasan teori 
yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. 
Alasan memilih jenis penelitian tersebut untuk mendeskripsikan terkait dengan implementasi 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Sumber data pada penelitian ini adalah 
sebagai berikut:  
1. Data Primer. Siyoto & Sodik (215:67) memberikan pemaparan bahwa data primer ialah data 

yang peneliti kumpulkan atau peroleh dari sumber data langsung. Data primer merupakan 
salah satu sumber data yang bersifat pokok dan didapat secara langsung saat pengumpulan 
data. Jadi data yang dimaksud sumber data primer adalah sumber data yang langsung 
memberikan data kepada pengumpulan data. Data primer yakni data yang didapatkan dari 
informan di lapangan secara langsung yang berwujud informasi, dimana ini terdiri dari 
bagaiama proses dispensasi kawin yang banyak diajukan oleh pemohon dibawah umur 
setiap tahunnya dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan 
pemberian izin ataupun penolakan kepada pemohon di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian 
Kabupaten Rokan hulu. Serta akan diambil data mengenai faktor penghambat dalam 
implementasi kebijakan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten 
Rokan Hulu. 

2. Data Sekunder. Siyoto & Sodik (2015:68) memberikan definisi komprehensif dari data 
sekunder ialah data yang peneliti kumuplkan atau peroleh dari sumber-sumber yang sudah 
ada, posisi peneliti merupakan tangan kedua. Perolehan data penelitian ini dari Biro Pusat 
Statiztik (BPS), Jurnal, laporan buku serta sumber lainnya yang relevan dengan penelitan ini, 
seperti: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 
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Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin; Rekapitulasi Permohonan 
Dispensasi Kawin Di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2019-2023. Maksud dari data 
sekunder yang berupa data yang didapat melalui sumber-sumber atau bahan- bahan seperti 
buku-buku, laporan, media masa, ketentuan dan kebijakan serta peraturan perundang-
undangan yang ditetapkan oleh Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili 
Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam hal ini, meliputi data dispensasi kawin di Provinsi 
Riau, Data Dispensasi kawin di Kabupaten Rokan Hulu, Data Pernikahan dibawah umur 
menurut kecamatan Dikabupaten Rokan Hulu dan sebagainya yang mendukung penelitian. 

 
Untuk memperoleh data dan keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian, peneliti 

menentukan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai 
berikut: 
1. Observasi. Menurut Mustaqim dalam (Nasution, 2021) observasi adalah suatu alat yang 

digunakan untuk mengukur tingkah laku individu, atau proses terjadinya suatu kegiatan 
yang diamati baik dalam situasi sebenarnya maupun suatu kegiatan yang diamati maupun 
situasi buatan. Dapat disimpulkan bahwa observasi adalah ungkapan bahasa yang berupa 
lisan atau tulisan mengenai suatu pengamatan, peninjauan, dan pencatatan sistematik 
terhadap objek berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. (Nasution, 2021). 
Observasi ini dilakukan untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan pedoman 
permohonan dispensasi kawin. 

2. Wawancara. Wawancara atau interview sesuai dengan pemaparan dari (Fiantika, 2022: 51) 
Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui 
tanya jawab, sehingga dapat bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 
dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Peneliti ingin melakukan wawancara 
untuk mendapatkan informasi mengenai implementasi Kebijakan Permohonan Dispensasi 
Kawin Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian 
(Moeleong:2018) yang mengumukakan bahwa Wawancara adalah suatu percakapan untuk 
mencapai maksud tertentu. Percakapan itu dicapai oleh pewawancara(interviewer) dan 
terwawancara(interviewe) dengan melakukan pengajuan beberapa pernyataan dengan 
berdasar pada suatu tujuan pelaksanaan wawancara memanfaatkan pedoman wawancara 
(Interview Guide) juga secara langsung dan mendalam (In Dept Interview) 

3. Dokumentasi. Pelaksanaan metode dokumentasi dengan pengumpulan data dan iformasi 
lewat catatatan, dokumen peraturan, majalah, buku serta lainnya yang pada penelitian ini 
seperti dokumen dari berita-berita di sosial media, hasil wawancara dengan pihak yang 
bersangkutan, misalnya Wakil Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, Hakim Pengadilan 
Agama Pasir Pengaraian, Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, Masyarakat yang 
mengajukan permohona dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 

Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama 
Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu yang dilaksanakan karena ditemukan beberapa 
fenomena yang terjadi dilapangan, khususnya di Kabupaten Rokan Hulu yaitu besarnya jumlah 
permohonan dispensasi kawin dibawah umur yang diajukan ke Pengadilan Agama Pasir 
Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu. Munculnya permasalahan ini meningkatkan jumlah 
pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu. Sehingga peneliti berminat mengetahui 
faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi 
kawin dan seperti apakah implementasi dispensasi kawin dengan berpedoman kepada 
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Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan 
Dispensasi kawin ini. Peneliti melaksanakan wawancara pada sejumlah pihak terkait meliputi 
Bapak Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H. selaku Wakil Ketua dan sekaligus sebagai Hakim yang 
berwenang untuk melakukan sidang dispenasi kawin di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, 
kemudian kepada Bapak Muhammad Yunus, S.H selaku panitera yang berwenang untuk 
membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan di pengadilan Agama 
Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu, seterusnya melakukan wawancara kepada pihak 
Kantor Urusan Agama dimana yang menjadi informan adalah Kepala Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Tambusai Utara yakni Bapak Tamrin,S.Ag,M,Sy dan juga melakukan wawancara 
kepada 5 orang masyarakat yang melakukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan 
Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu. Sebagai acuan maka peneliti menggunakan 
teori implementasi dari James E Anderson dalam Arifin Tahir (Kebijakan Publik dan Good 
Governancy:2019) yang menyebutkan bahwa ada empat aspek yang harus diperhatikan dalam 
mengimplementasikan suatu kebijakan, yaitu: implementor kebikajakan, hakikat proses 
administrasi, Kepatuhan atas suatu kebijakan, Efek atau dampak dari implementasi. Keempat 
aspek tersebut, merupakan unsur yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan dari 
sebuah implementasi kebijakan, Adapun hal tersebut akan dijalaskan meliputi: 
 
Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman 
Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian 
Kabupaten Rokan Hulu 

Kebijakan publik (public policy) adalah tindakan yang diterapkan dan dilaksanakan oleh 
pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan 
seluruh masyarakat pada hakikatnya kebijakan publik mendasarkan pada paham bahwa 
kebijakan publik harus mengabdi kepada kepentingan masyarakat. Implementasi Kebijakan 
dalam penelitian ini dilihat berdasarkan indicator menurut E Anderson dalam Arifin Tahir 
(Kebijakan Publik dan Good Governancy:2019) yaitu, implementor kebijakan, hakikat proses 
administrasi, Kepatuhan atas suatu kebijakan, Efek atau dampak dari implementasi. Berikut 
merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan: 
 
Implementor Kebijakan 

Implementor kebijakan merupakan pelaksana suatu kebijakan yang menetukan 
keberhasilan suatu kebijakan yang dijalankan. Dalam implementasi dispensasi kawin 
Pengadilan Agama melakukan kerjasama bersama dengan Dinas Sosial Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak, Setiap pemohon yang mengajukan permohonan 
dispensasi kawin diwajibkan melakukan assessment terlebih dahulu ke psikolog untuk melihat 
kesiapan mental pemohon, hasil assesment menjadi bahan pertimbangan hakim didalam 
persidangan. Hal ini sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Pasal 16 
Poin H dalam pemeriksaan, Hakim mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak yaitu 
“Mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi 
anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikologis, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial 
Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan 
dan Anak (PT2TP2A) atau komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD).” Kantor 
urusan agama sebelum menikahkan anak dibawah umur pihak kantor urusan agama 
menyerahkan terlebih dahulu kepada pengadilan agama untuk melakukang sidang dispensasi 
perkawinan. 
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Hakikat Proses Administrasi 
Proses administrasi dalam implementasi kebijakan melibatkan serangkaian langkah yang 

kompleks untuk menjalankan dan mengelola kebijakan. Proses pengajuan pertama kali yaitu 
melakukan pendaftaran langsung ke Pengadilan Agama atau bisa juga melakukan pendaftaran 
via online melalui website resmi pengadilan agama setelah proses pendaftaran pemohon 
melakukan assessment psikologi dan melengkapi syarat yang diperlukan. Permohonan 
dispensasi diajukan oleh pihak Orang Tua/ wali yang syarat usianya kurang dari ketentuan jika 
anak pihak perempuan yang kurang maka orang tua/ wali dari pihak perempuan yang 
mengajukan, jika anak pihak laki-laki yang kurang maka orang tua/wali dari pihak laki-laki 
yang mengajukan, jika kedua anak yang usianya kurang maka kedua pihak orang tua/wali yang 
mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan. Setiap pemohon membayar biaya panjar perkara 
dan besar tarif biaya pemanggilan tergantung kepada pertimbangan jumlah pihak yang 
berperkara jarak tempat tinggal dan kondisi daerah para pihak (radius), namun untuk 
pemohon yang tidak dapat membayar biaya tersebut maka dapat mengajukan permohonan 
berpekara secara prodeoo atau cuma-cuma. 
 
Kepatuhan Atas Suatu Kebijakan 

Kepatuhan atas suatu kebijakan merujuk pada sejauh mana para implementor yang 
memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan suatu kebijakan tersebut mematuhi serta 
menjalankan kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Pertimbangan hakim menolak permohan dispensasi kawin yang diajukan karena 
pemohon tidak memenuhi syarat yang dibutuhkan, serta penilaian hakim yang menilai bahwa 
pemohon belum layak untuk menikah dilihat dari kesiapan anak baik secara fisik dan mental 
serta hasil psikologi menjadi bahan pertimbangan hakim untuk menolak permohonan 
dispensasi kawin. 
 

Efek atau Dampak dari Implementasi 
Efek atau dampak dari implementasi suatu kebijakan mengacu kepada perubahan atau 

konsekuensi yang ditimbulkan dari pelaksanaan suatu kebijakan tersebut. Dampak dari 
implementasi kebijakan dapat bersifat positif maupun negative tergantung dari kebijakan itu 
berhasil mencapai tujuan yang diinginkan dan bagaimana dampak tersebut dirakan oleh 
berbagai pemangku kepentingan. Pemberian izin dispensasi kawin memiliki dampak positif 
yaitu memberikan legal hukum pernikahan bagi pemohon hal ini juga dapat mempermudah 
proses administrasi kependudukan ataupun lainnya sesuai dengan kepentingan pemohon, 
namun pemberian izin juga memiliki dampak negatif yaitu terjadinya perceraian setelah 
menikah hal ini dapat disebabkan karna belum sepenuhnya matang emosional dan psikologis. 
Ketidakmatangan ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mengelola konflik, stres, dan 
tekanan yang sering terjadi dalam kehidupan perkawinan dan dapat disebabkan oleh ekonomi 
menikah di usia muda dapat membawa beban tanggung jawab dan beban finansial yang 
signifikan. Pasangan muda mungkin belum siap untuk menghadapi tanggung jawab seperti 
pengelolaan keuangan keluarga, membangun karier, atau memenuhi kebutuhan sehari-hari. 
Dan dampak dari tidak diberikannya izin dispensasi kawin kepada pemohon yaitu ada 
beberapa kasus ketika tidak diberikan izin dispensasi kawin oleh pengadilan agama maka 
pemohon memilih untuk menikah secara sirih atau juga disebut dengan pernikahan dibawah 
tangan. Dari beberapa wawancara dengan masyarakat yang melakukan pengajuan 
permohonan dispensasi kawin, peneliti bisa memperoleh kesimpulan bahwa ada beberapa 
alasan yang kerap menjadi alasan pengajuan dispensasi kawin yaitu sebagai berikut: 
1. Hamil Diluar Nikah . Faktor ini menjadi dominan karena dipengaruhui oleh pergaulan yang 

semakin bebas sekarang ini dan perkembangan jaman yang semakin modern sehingga 
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banyak para penerus bangsa tidak bisa menyaring mana yang baik dan mana yang tidak baik. 
Keadaan seperti ini menjadi dilema hakim yang menangani kasus.Sebab dengan kondisi yang 
kurang matang seperti ini, dikhawatirkan kelangsungan perkawinan tidak terjamin. Dengan 
faktor hamil sering muncul pandangan masyarakat bahwa hamil akan mempermudah 
mendapatkan dispensasi kawin di Pengadilan hal ini menyederai kesakralan dari 
pernikahan. Permohonan dispensasi kawin tidak sepenuhnya begitu saja dikabulkan hakim 
dari sisi “hamil terlebih dahulu”. Hakim perlu banyak pertimbangan mulai dari syarat 
administrasi yang wajib disiapkan sesuai dengan pedoman dispensasi, serta kesiapan anak. 

2. Putusnya pendidikan. Ketidakinginan mellanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya 
membuat pemohon memilih untuk menikah diusia dini hal ini dipengaruhi juga oleh faktor 
lingkungan disekitarnya yang memang kurang akan tingkat pendidikannya dapat 
menurunkan motivasi anak dalam melanjutkan selkolah ke jenjang selanjutnya. Anak putus 
sekolah, baik pada usia wajib sekolah maupun diluarnya mengakibatkan anak tersebut 
mengisi waktu dengan bekerja. Dalam kondisi sudah berkerja ini anak tersebut sudah 
merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri. Pendidikan 
dapat mempengaruhi seorang wanita untuk menunda usia untuk menikah karena banyak 
hal yang harus ditata baik ekonomi mentalitas anak itu sendiri. Makin lama seorang wanita 
mengikuti pendidikan sekolah, maka secara teoritis makin tinggi pula usia kawin 
pertamanya. Hal ini juga berkaitan dengan faktor kondisi ekonomi keluarga yang kurang 
mampu untuk membiayai pendidikan anak.  

3. Kekhawatiran Orang tua, faktor ini juga menjadi alasan dalam melakukakn dispensasi kawin. 
Kecemasan orang tua terhadap pergaulan anak dan melihat hubungan anak yang sudah 
akrab dalam artian tidak bisa dipisahkan dan sebagai orang tua juga dirasa tidak mampu 
untuk mengawasi nya lagi membuat sebagaian orang tua memilih untuk menikahkan anak 
nya hal ini juga didasari oleh kuatnya keinginan anak untuk menikah. Dalam rangka 
mencegah dari pelanggaran agama maupun menghindari keresahan masyarakat maka 
munculah nikah dini tersebut agar mereka terhindar dari perbuatan zina tersebut.  

 
Faktor Pendukung Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Kawin 

Pemberian izin dispensasi kawin harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh 
peraturan perundang-undangan. Adapun pertimbangan Hakim dalam menetapkan 
permohonan dispensasi nikah yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 
2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada Bab III Pasal 17 yaitu 
Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan:  
1. Perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan 

Hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai Hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang 
hidup dalam masyarakat; dan 

2. Konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak Konvensi Hak Anak 
merupakan sebuah perjanjian hukum internasional tentang hak-hak anak. Indonesia sendiri 
meradifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. 
Dalam Konvensi Hak Anak terdapat empat (4) prinsip umum (general priciples), yaitu 
sebagai berikut: Prinsipnon diskriminasi (non discrimination). Prinsip kepentingan terbaik 
bagi anak (the best interest of thechild). Hak untuk hidup dan berkembang. Penghargaan 
terhadap pendapat anak. 

 

Pertimbangan Hakim juga didasarkan pada faktor-faktor yang menjadi penyebab 
pengajuan dispensasi nikah serta bukti-bukti untuk menguatkan permohonan tersebut. 
Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut Hukum kepada Hakim yang 
memeriksa perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang 
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dikemukakan. Dapat diartikan dari wawancara diatas bahwasannya pertimbangan hakim 
dalam memberikan izin dispensasi kawin berdasarkan pada adanya kepentingan yang 
mendesak dan tergantung persepsi hakim menilai alasan mendesak tersebut pemberian izin 
tersebut juga dilihat dari bagaimana kesiapa anak secara mental dan psikolognya dan 
dipastikan tidak adanya eksploitasi yang terjadi. 
 
Faktor Kendala Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Izin Dispensasi Kawin  

Dispensasi kawin merupakan upaya yang dilakukan bagi pihak yang akan melangsungkan 
pernikahan namun masih berada dibawah umur sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia. Proses dispensasi melalui beberapa tahap persidangan 
dan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Melalui perolehan wawancara yang telah 
dilaksanakan pada beberapa pihak terkait yang berkepentingan didalam proses dispensasi 
kawin dibawah umur, Proses permohonan dispensasi kawin sudah sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan 
Dispensasi kawin, namun masih terdapat faktor penghambat. Faktor kendala dalam 
implementasi kebijakan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian 
dijelaskan sebagai berikut: 
 
Tidak adanya kepastian hukum terkait batasan dispensasi kawin 

Didalam undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa dalam 
jika pria maupun wanita yang belum memenuhi syarat minimal menikah yaitu 19 tahun maka 
orang tua / atau wali dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan mendesak 
disertai bukti pendukung yang cukup. Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 adalah 
peraturan yang khususnya dirancang untuk memberikan panduan yang lebih detail tentang 
dispensasi kawin. Namun, dalam praktiknya, masih belum ada penjelasan yang memadai 
mengenai kriteria alasan mendesak yang harus dipertimbangkan oleh Hakim saat memutuskan 
permohonan dispensasi kawin. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada regulasi yang cukup 
jelas terkait batasan dispensasi kawin. Penulis berpendapat bahwa penjelasan yang lebih rinci 
terhadap hal ini sangat penting sebagai acuan dalam memutuskan permohonan dispensasi 
kawin, terutama untuk mengurangi kasus perkawinan anak di Indonesia. Hal ini menunjukkan 
bahwa Hakim memiliki kebebasan dalam memberikan dispensasi kawin dengan berbagai 
alasan, bergantung pada sudut pandang dan pemahaman masing-masing Hakim yang 
menangani permohonan dispensasi kawin. Karena tidak ada penjelasan yang cukup rinci 
tentang "alasan mendesak" dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), kalimat tersebut 
dapat diinterpretasikan secara luas dengan berbagai macam alasan, yang pada gilirannya dapat 
meningkatkan peluang terjadinya perkawinan anak melalui dispensasi kawin. Salah satu faktor 
yang berkontribusi pada tingginya jumlah dispensasi kawin yang diberikan adalah kurangnya 
kejelasan mengenai kriteria batasan dispensasi kawin yang harus dipertimbangkan oleh 
Hakim. Ketidakpastian ini dapat menyebabkan putusan yang berbeda-beda dari setiap Hakim, 
bergantung pada perspektif dan pemahaman mereka terhadap setiap alasan yang diajukan. 
 

KESIMPULAN 
Dalam implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman 

Mengadili permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten 
Rokan Hulu telah melalui proses implementasi baik dari proses administrasi, kepatuhan 
birokrasi yang sesuai dengan teori James E.Anderson. Maka dalam hal ini akan dikemukakan 
beberapa kesempulan dan saran sebagai berikut: Bahwa proses implementasi kebijakan 
mengadili permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dapat 
disimpulkan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 
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5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Hal ini dibuktikan 
dengan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi bahwa Hakim dan Staff pengadilan sudah 
melaksanakan proses mengadili sesuai ketentuan dan Hakim dalam mengambil keputusan 
pemberian dan penolakan dispensasi kawin juga didasari dengan kepentingan anak sesuai 
dengan peraturan pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Faktor pendukung yang 
menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan izin dispensasi kawin pada anak yang belum 
memenuhi syarat usia menikah adalah dilihat dari sisi kesiapan anak itu sendiri baik dari sisi 
fisik maupun psikologis berdasarkan hasil Assesment dari Dinas Sosial Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan, serta pernikahan memang didasari dengan 
alasan yang sangat mendesak untuk dilakukan dan tidak adanya eksploitasi pada anak yang 
bersangkutan. Kendala dalam pertimbangan hakim dalam proses dispensasi kawin adalah 
tidak adanya kepastian hukum dalam batasan dispensasi kawin sehingga menyebabkan 
multitafsir diantara para hakim dan menyebabkan perbedaan status hukum pada pemohon 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti terkait 
implementasi kebijakan mengadili permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasir 
Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu, penulis mencoba memberikan saran serta harapan, sebagai 
berikut: Terkait ke empat indikator James E Anderson tentang proses implementasi yang sudah 
terlaksana dengan baik, terkait kepatuhan atas tingkat kepatuhan birokrasi dalam 
mengimplementasikan kebijakan dispensasi ini harus tetap berdasarkan peraturan yang 
berlaku didalam pemberian ataupun penolakan dispensasi , selanjtunya terkait efek atau 
dampak dari implementasi diharapkan kepada Hakim bisa mempertimbangkan dampak negatif 
yang paling kecil dalam memutuskan dispensasi nikah tersebut agar dapat melindungi hak-hak 
anak dengan berlandaskan kepada kepentingan terbaik bagi anak. Untuk meningkatkan 
perbaikan dan pembaharuan, disarankan agar hakim Pengadilan Agama lebih aktif dalam 
mengembangkan dan menerapkan hukum agama di masyarakat dan negara. Hal ini dapat 
dilakukan melalui program-program pembinaan dan penyuluhan di sekolah-sekolah, baik 
tingkat menengah pertama maupun menengah atas, serta kepada masyarakat umum di 
perkotaan maupun pedesaan terkait isu perkawinan di bawah umur. Tujuannya adalah untuk 
meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang hukum perkawinan serta konsekuensi 
dari perkawinan di bawah umur. Terkait kendala tidak adanya kepastian hukum dalam batasan 
dispensasi nikah hakim harus benar-benar teliti dalam memeriksa permohonan dispensasi 
kawin, Hakim perlu kiranya lebih memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 
2019 agar dapat mempertimbangkan dengan tepat dikabulkannya permohonan dispensasi 
kawin demi kepentingan terbaik bagi anak berdasarkan alasan yang benar-benar sangat 
mendesak tidak ada pilihan lain selain menikah dan disertai bukti pendukung yang konkrit 
sesuai dengan peraturan perundangan, bukan hanya berdasar pada kekhawatiran yang tidak 
bisa diukur kepastiannya. 
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